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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2009 

TENTANG 

PELAYANAN TERPAIIU SATU PINTU 

DI BIDANG PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu 

rnenetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

I. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 194 5; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 484 4) ; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

4. Undang-Undang.. . 
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4. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan 

Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 484 3) ; 

0 5. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Inforrnasi Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nornor 61, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 484 6) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 

Urusan Pernerintahan antara Pernerintah, Pernerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4 7 3 7) ; 

7. Peraturan Pernerintah Nornor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi 

@ Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nornor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4 74 1) ; 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pernberian Insentif dan Pernberian Kernudahan Penanarnan 

Modal di Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nornor 88, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 486 1) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL. 

BAB I... 
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BAB I 

KETENTUAN LJMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

I. Penanaman Modal adnlah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 

asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia. 

2. Penanaman Modal Asing achlah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 

penanam modal dalam negeri. 

3. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 

melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal 

dalam negeri dan penanam modal asing. 

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat FTSP 

adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan 

yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 

lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan 

Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 

dilakukan dalam satu tempat. 

5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk rnelakukan 

Penanaman Modal yang dikeluarkan ole11 Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6 .  Nonperizinan.. . 
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6.  Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas 

fiskal, dan informasi ~nengenai Penanaman Modal, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang 

selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, 

dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama 

koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi. 

8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang 

selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah 

dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupatedkota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing- 

masing pemerintah kabupate n/ kota, yang menyelenggarakan fungsi 

utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah 

kabupaten/ kota. 

9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, 

dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk 

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh: 

a. Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(LPND) kepada Kepala BIWM; 

b. Gubernur kepada kepala PDPPM; atau 

c. Bupati/Walikota kepnda kepala PDKPM, 

yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 

10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, 

dan pertanggungjawaban Ferizinan dan Nonperizinan, termasuk 

penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh: 

a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana 

diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; atau 

b. Kepala.,. 
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b. Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalarn Pasal 

30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, 

yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 

Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, 

dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas 

nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah 

kabupatedkota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah 

berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 

(8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 

Penghubung adalah pejabat pada KementeriadLPND, pemerintah 

provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk 

membantu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan, mernberi 

informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang Penanaman Modal 

yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur 

atau Bupati/Walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, 

kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas. 

13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

15. Badan ... 
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15. Badan Koordinasi Penanarnan Modal, yang selanjutnya disingkat 

BKPM adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang Penanarnan 

Modal yang dipirnpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiclen. 

16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 

yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan 

Kernenterian/LPND yang merniliki kewenangan Perizinan dan 

Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM. 

BAB I1 

ASAS, TUJUAN, DAN RIJANG LINGKUP 

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas: 

a. kepastian hukurn; 

b. keterbukaan; 

c. akuntabilitas; 

d. perlakuan yang sama dai~ tidak rnernbedakan asal negara; dan 

e. efisiensi berkeadilan. 

PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penananl 

Modal dalarn rnemperoleh kernudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan 

inforrnasi rnengenai Penanaman Modal, dengan cara rnernpercepat, 

menyederhanakan pelayanan, dan rneringankan atau rnenghilangkal~ 

biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. 

Pasal4 ... 
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Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan 

untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman 

Modal yang diperlukan untuk ~nelakukan kegiatan Penanaman Modal. 

BAB I11 

TOLOK UKUR PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan 

mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, 

ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum. 

( 2 )  FTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan: 

a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi 

yang handal; 

b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi; 

c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di 

bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan 

mudah diakses oleh Penanam Modal; 

d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan 

e. SPIPISE. 

(3) BKPM melakukan penilalan terhadap PTSP di bidang Fenanaman 

Modal di daerah berdasarkan tolok ukur sebagairnana din~aksud 

pada ayat ( 1) dan ayat ( 2 ) .  

(4) BKPM melakukan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman 

Modal di daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

BAB IV ... 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG PENANAMAN MODAL 

Bagian Pertama 

Urnu~n 

FTSP di bidang Penanarnan Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dan 

Pernerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah 

Pasal 7 

(1) Penyelenggaraan FTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah 

dilaksanakan oleh BKPA4. 

( 2 )  Dalarn rnenyelenggarakan FTSP di bidang Penanaman Modal 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (I): 

a. Kepala BKPM rnendapat Pendelegasian atau Pelirnpahan 

Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang rnemiliki 

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupaka~~ 

urusan Pemerintah di bidang Penanarnan Modal; dan 

b. Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota 

yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di 

bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan 

BKPM. 

(3) Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 2 )  huruf a ditetapkan rnelalui Peraturan Menteri 

Teknis/ Kepala LPND. 

(4) Pelirnpahan Wewenang sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 

huruf a dapat rnemunt pernberian hak substitusi kepada Kepala 

BKPM. 

(5) Kepala ... 
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( 5 )  Kepala BKPM memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala 

LPND, untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan yang 

berdasarkan undang-undang tidak dilirnpahkan. 

(6) Penunjukan Penghubung sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 

huruf b ditetapkan Menteri Teknis/ Kepala LPND , Gubernur , atau 

Bupati/ Walikota. 

(1) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang 

n~enjadi kewenangan Pemerintah sebagairnana dirnaksud dalani 

Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. Penyelenggaraan Penanarnan Modal yang ruang lingkupnya 

lintas provinsi; 

b. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang 

meliputi: 

1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alarn yang 

tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan 

yang tinggi; 

2) Penanarnan Modal pada bidang industri yang rnerupakan 

. prioritas tinggi pada. skala nasional; 

3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pernersatu dan 

penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas 

provinsi; 

4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan 

strategi pertahannn dan kearnanan nasional; 

5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang 

menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah 

negara lain, yang didasarkan pcrjanjian yang dibuat oleh 

Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan 

6) Bidang Penanaman Modal lain yang rnenjadi urusan 

Pemerintah menurut undang-undang. 

(2) Penanarnan ... 
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(2) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan 

modal asing, sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) huruf b angka 5) 

meliputi: 

a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah negara 

lain; 

b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara 

asing atau badan usaha asing; 

c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal 

dari pernerintah negara lain, 

yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan 

pemerintah negara lain. 

(3) Menteri TeknidKepala LPND yang rnerniliki kewenangan Perizinan 

dan Nonperizinan yang n~erupakan urusan Pemerintah di bidang 

Penanaman Modal, rnenyusun dan menetapkan bidang-bidang 

usaha Penanaman Modal sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) 

huruf b angka 1) , angkn 2), angka 3), angka 4), dan angka 6) .  

(4) Kepala BKPM berkoordirlasi dengan Menteri/Pimpinan Instansi 

terkait untuk menginventarisasi perjanjian yang dibuat oleh 

Pemerintah dan pemerintal~ negara lain di bidang Penanaman Modal 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5). 

Pasal 9 

(I)  Menteri Teknis/Kepala LPND yang rnerniliki kewenangan Perizinan 

dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang 

Penanaman Modal, menetapkan jenis-jenis Perizinan dan 

Nonperizinan untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman 

Modal. 

(2)  Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri 

Teknis/Kepala LPND yang rnerniliki kewenangan tersebut dalam 

bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi: 

a. persyaratan ... 
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a. persyaratan teknis dan nonteknis; 

b. tahapan rnernperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan 

c. rnekanisrne pengawasan dan sanksi. 

(3) Tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (2) mengutarnakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor 

keselarnatan, kearnanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan 

dari kegiatan Penanarnan Modal, rnengacu kepada standar yang 

ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang. 

(4) Dalam menetapkan jenis dan tata cara Perizinan dan Nonperizinan 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat ( 2 ) ,  Menteri 

Teknis/Kepala LPND berkoordinasi dengan lernbaga/instansi terkait. 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan FTSP di Bidang Penanaman Modal 

oleh Pernerintah Daerah 

Pasal 10 

Penyelenggaraan PI'SP di bidang Penanarnan Modal oleh Pernerintah 

Daerah dilaksanakan oleh pernerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten /kota. 

(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pernerintal~ 

provinsi dilaksanakan ole11 PDPPM. 

(2 )  Dalam rnenyelenggarakan ITSP di bidang Penanaman Modal 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), Gubernur rnernberikan 

Pendelegasian Wewenang, pemberian Perizinan dan Nonperizinan di 

bidang Penanarnan Modal yang rnenjadi urusan pernerintah provinsi 

kepada kepala PDPPM. 

(3) Urusan.. . 
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(3) Urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

meliputi: 

a. urusan pemerintah provinsi di bidang Penanaman Modal yang 

ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan 

perundang-undangan mengenai pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah 

provinsi; dan 

b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal sebagairnana 

dimaksud dalam Pnsal 8 ayat (1) yang diberikan Pelimpahan 

Wewenang kepada Gubernur. 

Pnsal 12 

(1) Penyelenggaraan ESP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah 

kabupaten/kota dilaksanakan oleh PDKPM. 

(2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  Bupati/ Walikota memberikan 

Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di 

bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah 

kabupaten/ kota kepada kepala PDKPM. 

(3) Urusan pemerintah kabupatedkota sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( 2 ) ,  rneliputi: 

a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang Penanaman Modal 

yang r u n g  lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kotn 

berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai 

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan 

pemerintahan kabupaten/kota; dan 

b. urusan ... 
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b. urusan Pernerintah di bidang Penanarnan Modal sebagaimana 

dirnaksud dalarn Pasal 8 ayat ( I )  yang diberikan Penugasan 

kepada pernerintah kabupaten/kota. 

Pasal 13 

(1) Dalarn penyelenggaraan IPTSP di bidang Penanarnan Modal oleh 

Pernerintah Daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 1  ayat (3) 

huwf b dan Pasal 12 ayat (3) huruf b, Kepala BKPM berdasarkan 

hak substitusi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (4) dapat 

rnernberikan Pelirnpahan Wewenang kepada Gubernur atau 

rnernberikan sebagai Penugasan kepada pernerintah kabupatedkota. 

(2 )  Pelirnpahan Wewenang kepada Gubernur atau Penugasan kepada 

pemerintah kabupatedkota sebagaimana dimaksud pada aynt ( I )  

didasarkan atas kualifikasi ITSP di bidang Penanarnan Modal 

sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (4). 

(3) Pelirnpahan Wewenang kepada Gubernur atau Penugasan kepada 

pernerintah kabupatedkota sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 )  

ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM. 

BAB V 

TATA CARA PELAKSANAAN ITSP 

DI BIDANG PENANAMAN MODAL 

Pasal 14 

(1)  Perrnohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di 

bidang Penanarnan Modal diajukan kepada BKPM, PDPPM atau 

PDKPM, sesuai kewenangannya. 

(2) Perrnohonan.. . 



(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE. 

Pasal 15 

(1) Tata cara pelaksanaan PTSE) di bidang Penanaman Modal dalam Bab 

ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM. 

(2) Pernerintah Daerah menyusun tata cara pelaksanaan PTSP di bidang 

Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Kepala BKPM 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (I).  

BAB VI 

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PTSP 

DI BIDANG PENANAMAN MODAL 

Pasal 16 

( 1 ) Kepala BKPM melakukan pembinaan atas penyelenggaraan VTSP di 

bidang Penanaman Modal di PDPPM dan PDKPM berdasarkan 

kualifikasi PTSP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). 

(2 )  Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  

apabila PDPPM belum ma~npu melaksanakan pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang berasal 

dari Pelimpahan Wewenang sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (I), maka Kepala BKPM sesuai dengan kewenangannya 

atau atas persetujuan Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki 

kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman 

Modal, untuk sernentara menyelenggarakan Perizinan dan 

Nonperizinan tersebut. 

(3) Dalarn.., 
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(3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  

apabila PDKPM belum mampu rnelaksanakan pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang berasal dari 

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( I ) ,  Kepala 

BKPM sesuai dengan kewenangannya atau atas persetujuan Menteri 

Teknis/Kepala LPND yang memilih kewenangan Perizinan dan 

Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, untuk sementara 

menyerahkan kewenangan tersebut kepada kepala PDPPM, guna 

menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dimaksud. 

(4) PDPPM dan PDKPM dinyatakan belum mampu melaksanakan 

Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal, apabila 

belum memenuhi tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (I) dan ayat (2). 

(5) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala 

BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 )  dan ayat (3 ) ,  diberikan 

kembali kepada kepala PDPPM dan kepala PDKPM setelah Kepala 

BKPM melakukan pembinaan dan apabila tolok ukur PTSP di bidang 

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I)  

dan ayat (2) telah dipenuhi. 

(6 )  Tata cara pembinaan atas penyelenggaraan PTSP di bidang 

Penanaman Modal sebagairnana dimaksud pada ayat (I) ,  ayat (Z), 

ayat (31, ayat (4, dan ayat 15) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Kepala BKPM. 

Pasal 17.. 
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Pasal 17 

( I )  Urusan pernerintah provinsi di bidang Penanaman Modal 

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan urusan 

pemerintah kabupatedkota di bidang Penanaman Modal 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, untuk 

sernentara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pernerintah, 

apabila Pemerintah Daerah tersebut setelah mendapat pembinaan 

ternyata belum marnpu rnenyelenggarakan urusan pernerintahan 

daerah di bidang Penanarnan Modal. 

(2) Penyelenggaraan sernentara oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala BKPM. 

(3) Tata cara pembinaan dan penyelenggaraan sernentara oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Presiden di bidang pernbinaan pernerintahan 

daerah. 

BAB VII 

TIM PERTIMBANGAN PTSP 

DI BIDANG PENANAMAN MODAL 

Pasal 18 

(I )  Pernerintah membentuk Tim Pertimbangan PTSP di bidang 

Penanaman Modal. 

(2) Tim Pertimbangan FTSP di bidang Penanarnan Modal mempunyai 

tugas: 

a. mendorong percepatan pelaksanaan Pendelegasian Wewenang 

dan Pelirnpahan Wewenang sebagairnana dimaksud dalani 

Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 1 1 ayat ( Z ) ,  dan Pasal 12 ayat (2); 

b. melakukan pemantauan dan rneminta laporan perkembangan 

pelaksanaan Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan 

Wewenang sebagairnana dimaksud pa& humf a; 

c. rnenetapkan ... 
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c. menetapkan langkah-langkah penyelesaian kendala pelaksanaan 

Pendelegasian Wewenang dan Pelimpahan Wewenang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPM atas 

keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau 

pemerintah kabupaten/'kota kepada Tim Pertimbangan ITSP di 

bidang Penanaman Modal terkait dengan penyelenggaraan 

sernentara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

dan ayat (3)  ; dan 

e. rnemberikan saran daiz pertimbangan kepada Kepala BKPM, 

PDPPM dan PDKPM atas pengaduan Penanam Modal mengenai 

penyelenggaraan PTSP. 

(3)  Ketua Tim Pertimbangan PTSP di bidang Penanaman Modal adalah 

Menteri Koordinator yang bertanggung jawab di bidang 

perekonomian, dengan Wakil Ketua yang merangkap Ketua Harian 

adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan 

dalam negeri. 

(4) Tugas, fungsi serta susunan keanggotaan Tim Pertimbangan ITSP di 

bidang Penanaman Modal diatur lebih lanjut oleh Menteri 

Koordinator yang bertanggung jawab di bidang perekonomian. 

BAB VIII 

SISTEM PELAYANAN INFORMAS1 DAN 

PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK 

Pasal 19 

Penyelenggaraan PI'SP di bidang Penanaman Modal didukung oleh 

SPIPISE. 

Pasal 20 ... 
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( I )  Penanarn Modal yang rnengajukan permohonan Perizinan dan 

Nonperizinan secara elektronik sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 14 ayat (Z), rnenerirna Perizinan dan Nonperizinan secara 

elektronik rnelalui SPIFISE. 

(2) Perizinan dan Nonperizinan bempa dokurnen elektronik 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), rnerupakan alat bukti hukum 

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangai~ 

di bidang inforrnasi dan transaksi elektronik. 

(1) BKPM membangun dan rnengelola SPIPISE sebagairnana dirnaksud 

dalarn Pasal 19, yang terdiri atas: 

a. sistem otornasi elektronik penyelenggaraan PTSP di bidang 

Penanaman Modal; dan 

b. informasi Penanarnan Modal. 

(2) Sistern sebagaimana di~naksud pada ayat (I)  huruf a mencakup 

aplikasi otornasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan. 

(3) Inforrnasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. Inforrnasi publik, rneliputi inforrnasi Penanarnan Modal yang 

dapat diperoleh publik tanpa dibatasi dengan hak akses 

sekurang- kurangnya rnengenai: 

1) potensi dan peluang Penanaman Modal; 

2) daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan; 

3) jenis, persyaratan teknis, rnekanisme penelusuran posisi 

dokurnen pada sctiap proses, biaya, dan waktu pelayanan; 

4) tata cara ... 
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4) tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal; dan 

5 )  peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman 

Modal, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang keterbukaan informasi publik. 

b. Informasi mengenai Yenanam Modal, meliputi informasi atas 

semua dokumen elektronik, jejak, dan status kegiatan Penanam 

Modal berdasar batasan hak akses. 

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat 

diberikan kepada: 

a. pejabat yang berwenang di instansi penyelenggara FTSP; 

b. Penanam Modal atau kuasanya; dan 

c. calon Penanam Modal iztau-kuasanya. 

Pasal 22 

Dalam mengelola SPIPISE, BKPM mempunyai kewajiban: 

a. menjamin SPIPISE beroperasi secara terms menerus sesuai standar 

tingkat layanan, keamanan data, dan informasi; 

b, menjaga SPIPISE agar sebagui aset Pemerintah tidak berpindah tangan 

kepada pihak lain; 

c. melakukan manajemen sistem aplikasi otomasi proses kerja (business 

process) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan 

informasi; 

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi 

secara langsung (online) di antara Kernenterian/LPND, PDPPM dan 

PDKPM yang menggunakan SPIPISE; 

e. melakukan ... 
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e. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SPIPISE; 

f. menyediakan jejak audit (&udit traid; dan 

g. menjamin kearnanan dan kerahasiaan data dan informasi yang 

disarnpaikan KernenteriadLPND, PDPPM, dan PDKPM rnelalui 

SPIPISE. 

(1) Kementerian Teknis/LPND yang rnerniliki kewenangan Perizinan 

dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang 

Penanaman Modal rnernbuka akses sistern informasi Penanarnan 

Modal yang dikelolanya dan secara bertahap mengintegrasikan 

dengan SPIPISE. 

(2) Kernenterian Teknis/LPND yang rnerniliki kewenangan Perizinan 

dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang 

Penanaman Modal yang belum memberikan Pendelegasian 

Wewenang atau Pelimpahan Wewenang kepada Kepala BKPM: 

a. menetapkan tingkat layanan (Semce Level Arrangemen4 yang 

selanjutnya disingkat S W ;  dan 

b. menggunakan standar data referensi yang ditetapkan SPIPISE. 

(3) Kementerian Teknis/LPND yang merniliki kewenangan Perizinan 

dan Nonperizinan yang ~nerupakan urusan Pemerintah di bidang 

Penanarnan Modal menyampaikan dan membuka akses informasi 

Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan Penanaman Modal 

meliputi jenis, persyarata~~ teknis, mekanisme, biaya, dan SLA serta 

informasi potensi Penanaman Modal kepada BKPM. 

(4) PDPPM ... 



(4) PDPPM dan PDKPM yang menyelenggarakan FTSP di bidang 

Penanaman Modal men~gunakan standar data referensi yang 

ditetapkan SPIPISE serta rnenyarnpaikan dan membuka akses 

inforrnasi Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan Penanaman 

Modal yang rneliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan 

S '  serta informasi potensi Penanarnan Modal daerah kepada BKPM. 

(5) Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM rnenyediakan 

perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan 

keterhubungan (interkoneksi) SPIPISE di lingkungan masing-masing. 

(6 )  Dalam rangka menerinla permohonan untuk mendapatkan 

Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14, PDPPM dan PDKPM 

rnenggunakan aplikasi ofornasi proses kerja (business process) 

pelayanan Perizinan dan Nonperizinan SPIPISE. 

(1) KernenteriadLPND, PDPPM, dan PDKPM rnerniliki hak akses 

terhadap SPIPISE. 

(2) KernenteriadLPND, PDPPM, dan PDKPM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertanggung jawab rnenjaga keamanan atas 

penggunaan hak akses tersebut. 

(3) KementeriadLPND, PDPPM, dan PDKPM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi yang 

disampaikan kepada BKPM rnelalui SPIPISE. 

Fasal 25.,. 
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(I)  KementeriadLPND, PDPPM, dan PDKPM yang menggunakan 

SPIPISE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam SPIPISE. 

( 2 )  Jejak audit sebagairnana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

mengetahui dan rnenguji. kebenaran proses transaksi elektronik 

rnelalui SPIPISE. 

(3) BKPM, KernenteriadLPND, PDPPM, dan PDKPM menggunakan jejak 

audit yang ada di SPIPISE sebagai dasar penelusuran apabila terjadi 

perbedaan data dan informasi. 

Dalarn rnenyelenggarakan SPIPISE tanggung jawab pernbiayaan 

dibebankan kepada: 

a. BKPM, untuk antarrnuka sistern (interface) dari BKPM ke Kernen terian 

Teknis/LPND, PDPPM, dan FDKPM; 

b. Kernenterian Teknis/LPND, untuk jaringan dan keterhubungan dari 

Kementerian Teknis/LPND ke BKPM; 

c. Pemerintah Provinsi, untuk jaringan dan keterhubungan dari PDPPM 

ke BKPM; dan 

d. Pemerintah kabupaten/kota, untuk jaringan dan keterhubungan dari 

PDKPM ke BKPM. 

Pasal 27 ... 
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Pasal 27 

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SPIPISE sebagaimana 

dimaksud dalam Bab ini diatur dengan Peraturan Kepala BKPM. 

BAB K 

PEMBIAY AAN 

Pasal 28 

(1) Biaya yang diperlukan BKFM untuk penyelenggaraan FTSP di bidang 

Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Fendapatan d a i ~  

Belanja Negara. 

(2) Biaya yang diperlukall PDPPM dan PDKPM untuk penyelenggaraan 

VTSP di bidang Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing. 

Segala penerirnaan negara yang timbul dari pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan yang merupakan urusan pernerintahan di bidang 

Penanaman Modal yang mznjadi kewenangan Pemerintah diserahkan 

kepada KernenteriadLPND sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. 

BAB X... 
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BAB X 

PELAPORAN 

(I)  Kepala BKPM menyampaikan laporan penyelenggaraan FTSP di 

bidang Penanaman Modal secara nasional kepada Presiden dengan 

tembusan Menteri Teknis/Kepala LPND yang membina urusan 

Pernerintah di sektor/bidang usaha Penanarnan Modal setiap tahun 

paling lambat bulan April tahun berikutnya. 

(2) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I ) ,  kepala PDPPM dan kepala PDKPM menyampaikan data dan 

inforrnasi kepada Kepala BKPM mengenai penyelenggaraan FTSP di 

bidang Penanarnan Modal di daerah masing-masing yang tidak 

dapat diperoleh melalui SPIPISE, paling lambat 2 (dua) bulan 

sebelum laporan kepada I'residen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

(3) Dalam ha1 interkoneksi dengan SPIPISE belum terbangun, kepala 

PDPPM dan kepala PDKPM wajib menyampaikan laporan data 

perkembangan dan inforrnasi Penanaman Modal secara berkala 

kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri 

Teknis/Kepala LPND yang rnembina urusan Pernerintah di 

sektor/bidang usaha Penanarnan Modal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I), ayat (2)  , dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala 

BKPM. 

BAB XI ... 
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BAB XI 

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP 

Pasal. 3 1 

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 

Penanaman Modal di PTSP, BKPM melaksanakan koordinasi dengan 

Kementerian Teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM. 

( I )  PDPPM clan PDKPM merupakan perangkat daerah yang 

menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman 

Modal di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. 

(2 )  Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  terdiri atas 

fungsi PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal I  I  ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan fungsi lain sebagai 

berikut: 

a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Penanarnan Modal di daerah; 

b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman 

Modal di daerah; 

c, memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan Penanarnan 

Modal di daerah; 

d. membuat peta Penanaman Modal daerah; 

e. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal di 

daerah dengan memberda yakan badan usaha; 

f. mempromosikan Penanaman Modal daerah; 

g. rnengembangkan.. . 
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g. rnengembangkan sektor usaha Penanarnan Modal daerah melalui 

pembinaan Penanaman Modal, antara lain meningkatkan 

kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan 

usaha yang sehat, dan rnenyebarkan inforrnasi yang seluas- 

luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanarnan Modal; dan 

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi 

permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam 

menjalankan kegiatan Penanaman Modal di daerah. 

(3) Pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja PDPPM dan PDKPM 

sebagai perangkat daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (11, 

diatur dengan Peraturan Daerah. 

BAB XI1 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 

(1) Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND tentang Pelimpahan 

Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang 

Penanarnan Modal yang diberikan kepada Kepala BKPM sebelurn 

ditetapkannya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang merupakan urusan Pernerintah dan belurn disesuaikan 

dengan ketentuan dalarn Peraturan Presiden ini. 

(2) Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang 

berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah disarnpaikan kepada 

BKPM, Menteri Teknis/Kepala LPND yang merniliki kewenangan 

Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di 

bidang Penanaman Modal, PDPPM dan PDKPM yang 

rnenyelenggarakan PTSP di bidang Penanarnan Modal dan belurn 

rnemperoleh perseljuan Pemerintah, wajib disesuaikan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

Pasal 34 ... 
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(I)  Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah 

sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku 

sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut 

dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang - undangan. 

(2) Penanam Modal yang sebelumnya telah mernperoleh Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , yang 

membutuhkan Perizinan dan Nonperizinan lebih lanjut, 

permohonannya diajukan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM 

sesuai kewenangannya. 

BAB XI11 

KETENTUAN PENUTUP 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 

a. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi 

Penanaman Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan 

Presiden Nomor 28 Tahun 2004; 

b. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara 

Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Keputusan Presiden Nomor 1 17 Tahun 1999; dan 

c. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan 

Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 36 ... 
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Pasal 36 

( 1 ) Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND tentang Pendelegasian 

Wewenang atau Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang 

diberikan kepada Kepala BKPM sebelum ditetapkannya Perahwan 

Presiden ini, disesuaikan dengan ketentuan dalarn Peraturan Presiden 

ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini rnulai 

berlaku. 

(2 )  Pendelegasian Wewenang atau Pelimpahan Wewenang pemberian 

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 

ayat (3) yang belum diberikan Menteri Teknis/Kepala LPND kepada 

Kepala BKPM pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden ini, 

dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku. 

(3 )  Peraturan pelaksanaan dalarn penyelenggaraan VTSP di bidang 

Penanarnan Modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 

dan ayat (4), Pasal9 ayat (I)  dan ayat (2) , Pasal 1 1 ayat (2) , Pasal 1 2 

ayat (2), Pasal 15 ayat (I) ,  Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), 

Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (3) ditetapkan paling larnbat 12 

(dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku. 

(4) Perangkat pendukung dalam penyelenggaraan PI'SP di bidang 

Penanaman Modal sebaganmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a, humf b, hurmf c, dan huruf d disediakan paling lambat 12 

(dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku. 

(5) Penyelenggaraan VTSP dengan dukungan SPIPISE sebagaimana 

dirnaksud dalam Bab VIII diberlakukan secara bertahap sesuai 

dengan kernarnpuan dan berlaku sepenuhnya paling larnbat 36 (tiga 

puluh enarn) bulan sejak Peraturan Presiden ini rnulai berlaku. 

Pasal 37 ... 
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Pasal 3 7 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetap kan di Jakarta 

pada tanggal 23 Juni 2009 

PRESIDEN IGPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

1 Salinan sesuai dengan aslinya 
3i%& Sekretaris Kabinet 

Hukurn, 

w 
M. Iman Santoso 


